
KOMIS! PEMIUHAN UMUM 
KOTA BONTANG 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMJLIHAN UMUM KOTA BONTANG 

NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENT ANG 

STANDAR PELAYANAN PUBLI.K DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. babwa unruk melakukao perbaikan Standar 

Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bontang dengan mengacu pada tanggapan, 
masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau 

pihak terkait; 
b. bahwa urituk melaksanakan ketentuan Pasal 1 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan 
setiap penyelenggara pelayanan publik untuk 

menetapkan dan menerapkan standar pelayanan 
publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan 
oleh pirnpinan penyelenggara pelayanan publik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dim.aksud dalam huruf a dan b, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi Pem.ilihan Umum 
Kota Bonrang tentang Standar Pelayanan Publik 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Bontang Tahun 2025; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846}; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
teantang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang 
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat 

bagi lnstansi Pemerintah; 
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 615); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMISI PEMTLTHAN UMUM KOTA 
BONTANG TENTANG PENETAPAN STANDAR 
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMTLIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2025. 

Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan 
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang merupakan 
implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi 
Pemilihan Umum Kota Bontang yang bersifat perumusan 
kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta 
monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan 
Pemilihan Umum, sebagaimana Lercantum dalam Lampiran 
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam 
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penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi 
penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan 
dalam penyelenggaraan pelayanan. 
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, tennasuk kategori pelayanan yang 
meliputi: 
1. Pelayanan PAW; 

2. Pelayanan Permohonan informasi PPID; 
3. Pelayanan Sosdiklih; 

4. Pelayanan Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 
5. Pelayanan Magang; 
6. Pelayanan Data Pemilih; 

7. Pelayanan Pengaduan Masyarakat. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Bontang 
pada tanggal 29 Oktober 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA BONTANG, 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARlAT KOMIS[ PEMILIHAN UMUM 

. KOTA BONTANG 

stuti 
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LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 2025 
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMlLlHAN 
UMUM KOTA BONTANG 

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TING.KAT KOTA 

NO KOMPONEN URA.IAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POIN7l 

1. Persyaratan 

Surat Permohonan Penggantian Antar Waktu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Bontang dari Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Bontang. 

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Bontang mengajukan surat 
permohonan Penggantian Antar Waktu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bontang yang ditujukan ke 

alamat kantor Komisi Pemilihan Umum 
Kota Bon tang Jl. Awang Long 68 Bontang, 
Kalimantan Timur dan alamat email 

kpu bontangggmail.com dengan 

2. 
Sistem, Mekanisme, dan 
prosedur 

mencantumkan contact person yang 

dapat dihubungi; 

2. Komisi Pemilihan Um um Kota Bon tang 
melaksanakan Rapat Pleno pemeriksaan 
Pemenuhan Persyaratan calon pengganti 
antar waktu Anggota DPRD Kota Bon tang 
dan penetapan calon pengganti. 

3. Ketua Komisi Pemilihan U mum Kota 
Bontang menyampaikan surat jawaban 
atas permohonan Penggantian Antar 
W aktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bontang dari Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang 
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paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 

diterimanya surat permohonan; 

4. Untuk Tindak Lanjut Teknis Pelaksanaan 

Penetapan Penggantian Antar Waktu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bontang dari Ketua Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bon tang 

dilaksanakan sesuai Standar Operasional 
Prosedur yang telah ditetapkan 

sebagaimana terlampir. 

3. Jangka Waktu Pelayanan 5 (lima) hari kerja. 

Pemohon tidak dikenakan biaya/ tarif dalam 

4. Biaya / Tarif 

5. Produk Pelayanan 

Penanganan Pengaduan, 
6. Saran, dan masukan/ 

apresiasi 

permohonan Penggantian Antar Waktu 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Bontang. 

Surat Keputusan Komisi Pernilihan Umum 

Kota Bontang tentang Perolehan Hasil 
Penghitungan Suara, Berita Acara, dan 

lampiran yang berisi penyampaian nama 

calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Oaerah Kota Bontang. 

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 
terhadap layanan penggantian antar waktu 
dapat disampaikan melalui: 

1. Secara tertulis dengan mengisi formulir 

pengaduan/saran yang tersedia di PPID 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 
dan dimasukkan ke dalam Kotak 
Pengaduan Masyarakat. 

2. Website https:/ /bontangkotappid.kpu. 
go.id/ 

3. Email : ppid.kpu.kota.bontang'.@gmail.com 
4. Fanpage Facebook: KPU Kota Bontang 
5. Youtube : KPU KOTA BONTANG 
6. Instagram: kpu_bontang 
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NO KOMPONEN URAIAN 
PENGELOLAANPELAYANAN(MANUFACTVRING) 

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587); 

1. Dasar Hukum 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6832); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata 
Tertib Dewan Petwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6197); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1174) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 
ten tang Penggantian Antarwaktu Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerab Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 86); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umurn, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana diubab 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umurn 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nornor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 



NO KOMPONEN 

-8- 

URAIAN 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Komisi Pernilihan Umum Nomor 21 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, 
Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan 
Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, 

Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip. 

3. Kompetensi Pelaksana 

4. Pengawasan Internal 

5. Jumlah Pelaksana 

6. Jaminan Pelayanan 

Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 

4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2019 ten tang Tata Kerja Kornisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota. 

Sekretaris KPU Kota Bontang memeriksa dan 

memastikan pennintaan dari pemohon 
terpenuhi. 

10 (sepuluh) orang. 

SOP Penggantian Antar waktu Anggota 
Dewan Perwakilan Daerah Kota Bontang. 

7. 
Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

1. Jaminan terhadap perlindungan 
informasi yang termasuk kategori 
dikecualikan; 
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2. SOP Penggantian Antarwaktu Anggota 

Dewan Perwak:ilan Daerah Kata Bontang. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Penyesuaian/pemutakhiran SOP 
Penggantian Antarwaktu Anggata Dewan 
Perwakilan Daerah Kata Bontang apabila 
diperlukan. 

Ditetapkan di Bontang 
pada tanggal 29 Oktober 2025 
KETUA KOMlSI PEMJLIHAN UMUM 

KOTA BONTANG, 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMlLIHAN UMUM 
KOTA BONTANG 
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

T�uti 
,I 
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LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 
2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN 
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMIS! 
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG 

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT) 

1. Perseorangan memiliki identitas diri 

1. Persyaratan 

(KTP). 

Badan Publik : memiliki akte notaris dan 
dokurnen pengesahan Badan Publik; 

2. Mengisi formulir permohonan informasi 

yang tersedia baik secara daring maupun 

luring dengan dibantu oleh petugas. 
1. Pemohon informasi mengajukan 

2. 
Sistem, Mekanisme, dan 
prosedur 

permohonan informasi dengan cara 
datang langsung, melalui telepon, 

Whatsapp Pelayanan KPU Kota Bontang, 
surat elektronik, e-PPID, dan media sosial 
resmi KPU Kota Bontang (Instagram, 
Twitter, dan Facebook); 

2. Desk pelayanan memilah permintaan 
informasi dengan ketentuan: 
a. Pemohon yang datang secara langsung 

mengisi formulir permohonan 
informasi. Pemohon informasi melalui 

media lain seperti surat, email, telepon 
dan faksimili, fonnulir dapat diisikan 
oleh desk pelayanan. 

b. Desk pelayanan informasi mencatat 
permohonan informasi dalam Buku 
Registrasi. Desk pelayanan 
memberitahukan nomor formulir 
pennohonan informasi. 

c. Desk pelayanan dapat langsung 
memberikan informasi, jika informasi 
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yang diminta adalah yang tersedia 

setiap saat, tidak termasuk kategori 
dikecualikan a tau berpotensi 
dikecualikan dapat diberikan dalam 
bentuk hardcopy/ softcopy; 

d. Untuk informasi yang diumumkan 
secara berkala dan serta merta, desk 
pelayanan menyarankan pemohon 
inforroasi untuk membuka website 
resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota 
Bon tang 
(https: / /bontangkotappid.kpu .go.id/); 

e. Untuk jenis inforrnasi lainnya, PPID 
akan memberikan jawaban tertulis 

apakah dapat memenuhi perrnohonan 
informasi atau tidak memenuhi 
dengan disertai alasan; 

f. Jika informasi yang dimaksud tidak 
dalam penguasaan dan tidak dapat 
dipenuhi KPU Kota Bontang, desk 

pelayanan memberikan 
pemberitahuan tertulis disertai alasan 
dan menginformasikan kepada 
pemohon informasi, badan publik 
yang menguasai informasi tersebut 

apabila mengetahui; 
g. Jika infonnasi yang dimaksud 

termasuk kategori informasi yang 
dikecualikan, desk pelayanan 
menginforrnasikan kepada pemohon 
informasi dengan menunjukkan 
Keputusan KPU tentang informasi 
yang dikecualikan; 

h. Jika informasi tidak dapat diberikan, 
desk pelayanan menginformasikan 
kepada pemohon informasi mengenai 
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haknya mengajukan surat keberatan 

kepada Atasan PPID; 
1. Jika informasi yang dimohon 

pemohon infonnasi belum dapat 
diberikan, desk pelayanan 

menginfonnasikan kepada pemohon 

informasi bahwa: 

1) lnformasi tentang PemiJu dan 

Pemilihan akan diberikan dalam 
jangka waktu tiga hari kerja, dan 

dapat diperpanjang selama dua 
hari kerja dengan alasan; 

2) Lnforrnasi lain akan diberikan 

dalam jangka waktu sepuluh hari 
kerja, dan dapat diperpanjang 
selama tujuh hari kerja dengan 

alasan. _J 
3. Perpanjangan jangka waktu pelayanan 

diberitahukan kepada pemohon informasi 

disertai aJasan. 

1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan 

akan diberikan dalam jangka waktu tiga 
hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 

dua hari kerja dengan alasan; 

2. lnformasi lain akan diberikan dalam 
jangka waktu sepuluh hari kerja, dan 
dapat diperpanjang selarna tujuh hari 
kerja dengan alasan; 

3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis 

disertai alasan. 

4. Biaya / tarif 

Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, 
tetapi apabila terdapat kebutuhan 

pemenuhan permohonan informasi berupa 
dokumen hard.copy maka dikenakan biaya 
penggandaan dan pengi.riman informasi yang 
akan dibebaakan kepada pemohon informasi. 
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5. Produk pelayanan 

Penanganan pengaduan, 
6. saran, dan 

masukan / apresiasi 

lnfonnasi dalam beotuk hardcopy dan 
softcopy. 
Peogaduan, saran, masukan, dan apresiasi 

terbadap layanan permohonan inforrnasi 
publik dapat disampaikan melalui: 

a) Secara tertulis dengan mengisi formulir 

pengaduan/saran dan dimasukkan ke 
dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di 

Ruang PPID, Kantor Komisi Pernilihan 
Umum Kota Bontang. 

b) Website https:/ /bontangkotappid.kpu. 

go.id/ 
c) Email: ppid.kpu.kota.bontanf:l@gmail.com 
d) Fan.page Facebook : KPU Kota Bontang 

e) Youtube : KPU KOTA BONTANG 

f) Tnstagram: kpu_bontang 

PENGELOLAANPELAYANAN(MANUFACTURINGJ 
l. Undang-Undang Republik [ndonesia 

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Infon:nasi Publik (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4846); 

1. Dasar Hukum 

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5038); 

3. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pernilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Betita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I 
320) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I 
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12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

Atas Peratu.ran Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota {Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sek:retariat Komisi Pemilihan 

Urnum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1236) sebagairnana diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan U mum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2023 Nomor 

870) sebagaimana diubah dengan 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 
tentang Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum 

2. Sarana dan Prasarana 
atau Fasilitas 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 531 ); 

6. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan 

Prosedur Penyelesaian Sengketa Infcrmasi 
Pemilihan Umum dan Pemilihan; 

-- 
7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
lnformasi Publik. 

1. Meja helpdesk pelayanan; 
2. Formulir pelayanan; 
3. Petugas helpdesk pelayanan; 
4. Daftar informasi publik; 
5. Mekanisme pelayanan; 
6. Jadwal pelayanan; 
7. Struktur PPID; 
8. Alat tulis; 
9. Komputer; 
to. Toilet umum; 
11. Toilet disabilitas; 
12. Ruang laktasi; 
13. Arena bermain anak; 
l 4. Area parkir; 
15. Area parkir disabilitas; 
16. Jalur disabilitas; 
17. Pojok Baca; 
18. Ruang merokok. 

3. Kompetensi Pelaksana 

-------- Sesuai Peraturan Kornisi Pemilihan Umum 
Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
dan Pelayanan Tnformasi Pu blik di Komisi 
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Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota. 
Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola 

4. Pengawasan Internal Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bontang. 
Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2025 

ten tang Pembentukan Pejabat Pengelola 

5. J umlah Pelaksana Infonnasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Komisi Pemiliban Um um Kota Bon tang. 

Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi 
Publik berjumlah 12 (dua belas) orang. 

SOP Standar Pelayanan Permohonan 
6. Jaminan Pelayanan 

lnformasi Publik. 

1. Fasilitas keamanan berupa petugas 
keamanan, ruangan yang dilengkapi 

J aminan Keamanan dan 
dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, 

7. jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, 
Keselamatan Pelayanan 

serta prosedur pengamaoan; 
2. Jaminan terhadap perlindungan informasi 

yang termasuk kategori dikecualikan. 

8. 
Evaluasi Kinerja Dilakukan evaluasi layanan informasi pu blik 
Pelaksana secara berkala dan terdokumentasi. 

Ditetapkan di Bontang 
pada tanggal 29 Oktober 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA BONTANG, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTA BONTANG 
Kasubbag Penyelenggaraan Pernilu dan 

--�ukum� - 
, 

�,r- <, ... - . 
.. l ,�'�h_\ �: 

Tanti Prastuti 
/ I 

I 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 
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LAMPTRAN lil 
KEPUTUSAN KOM1SI PEMILlHAN UMUM 
KOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 2025 
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 
UMUM KOTA BONTANG 

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN PUBLlKASI HUKUM 

NOi KOMPONEN URAIAN 
I 

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINI} 

1. WN1 (Warga Negara Indonesia); 

2. Mengisi buku tamu; 

3. Menunjukkan KTP / ldentitas lain dan 
1. Persyaratan 

melampirkan fotocopy KTP / Identitas lain 
yang jelas dan dapat 
dipertanggu ngjawabkan. 

. 
1. Mengirimkan pennohonan secara 

langsung atau melalui e-mail dan sarana 
lain yang disediakan; 

2. Mengisi buku register; 
.._ 

3. Mencari produk hukum berupa 
softcopy/hardcopy yang sudah 

j diarsipkan; 
4. Jilca ditemukan di website JD lH KPU 

RI/KPU Kota Bontang dapat diunduh 
Sistem, Mekanisme, dan 

2. oleh operator dan link download dapat 
prosedur 

disampaikan kepada pemohon; 
,- 

5. Tidak ditemukan didalam website JDIH, 
dan ditemukan dalam arsip berupa 
h.ardcopy dapat digandakan kemuclian 
diserahkan pad a pemohon berupa 
soft.copy/ hardcopy; 

. 
6. Pe tu gas menyerahkan produk bukum 

softcopy/hardcopy disert.ai tanda terima 
yang ditandatangani oleh Pemohon. 

3. Jangka waktu pelayanan 65 menit. 
4. Biaya / tarif Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya. 

lnformasi dalam bentuk hardcopy dan 
5. Produk pelayanan 

softcopy produk hukum yang diarsipkan. 
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URAIAN 

Penanganan pengaduan, 

6. saran, dan 

masukan/ apresiasi 

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 

terhadap layanan dokumentasi dan publikasi 

hukum dapat clisampaikan melalui: 

a) Secara tertulis dengan mengisi formulir 

pengaduan/saran dan dimasukkan ke 

dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di 

Ruang PPID, Kan tor Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bontang 

b) Website https:/ /bontangkotappid.kpu. 

go.id/ 

c) Email: ppid.kpu.kota.bontang@gmail.com 

d) Fanpage Facebook : KPU Kota Bontang 

e) Youtube : KPU KOTA BONTANG 

f) Instagram : kpu_bontang 

PENGELOLAANPELAYANAN(MANUFACTVRING} 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diu bah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6832); 

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 

tentang Jaringan Dokumentasi dan 

lnformasi Hukum Komisi Pemilihan 
Umum; 
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3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 10/HK.04/08/2022 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Um um, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemiliban Umum 
Kabupaten/Kota; 

4. Keputusan Komisi Pemiliban Umum 
Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Teknis Penyusunan Keputusan di 
Lingkungan Komisi Pemiliban U mum. 

Sarana dan Prasarana 
2. Komputer, Internet, Printer, Kertas. 

atau Fasilitas 
SOM yang menangani layanan konsultasi 

3. Kompetensi Pelaksana hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi 

yang dibutuhkan. 

1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

langsung pad a setiap Jen Jang sesuai 

4. Pengawasan Internal 
dengan tugas pokok dan fungsinya; 

2. Pengawasan yang dilakukan secara 
berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan 
Internal. 

5. Jurnlah Pelaksana 2 (dua) orang. 

SOP Standar Pelayanan Permohonan 
6. Jaminan Pelayanan 

Infonnasi Publik. 

1. Fasilitas keamanan berupa petugas 
keamanan, ruangan yang dilengkapi 
dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, 

Jaminan Keamanan dan jalur evaluasi, ti.tik kumpul, kotak P3K, 
7. 

Keselamatan Pelayanan serta prosedur pengamanan; 
2. Sistem pengamananjaringan komputer; 

3. Jaminan terbadap perlindungan inforrnasi 

yang termasuk kategori dikecualikan. 

Evaluasi Kinerja 1. Survei Layanan Masyarakat; 
8. 

Pelaksana 2. Rapat Evaluasi; 
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13.1 
Laporan. 

URAIAN 

Ditetapkan di Bontang 
pada tanggal 29 Oktober 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA BONTANG, 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 
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LAMPIRAN[V 
KEPUTUSAN KOMISI PEMlLIHAN UMUM 
KOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 2025 
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 
UMUM KOTA BONTANG 

STANDAR PELAYANAN MAGANG 

NO! KOMPONEN URAlAN 

PENY AMPAIAN LAY ANAN ( SERVICE POINT) 

l. Surat Pennohonan/Pengirirnan Siswa 
Magang dari Sekolah; 

2. Daftar Riwayat Hid up; 
3. Proposal pengajuan magang; 

1. Persyaratan 
4. Tida.k menuntut pernberian insentif (ada 

surat pemyat.aan); 
5. Surat Pemyataan bersedia menyunpan 

rahasia lembaga (ada surat pemyataan); 
1. Sekolah/ Calon siswa ma gang 

menyampaikan surat permohonan/ 
pengiriman siswa magang kepada KPU 
Kota Bontang; 

2. Surat permohonan/pengi.riman siswa 
magang ditinda.klanjuti apa.kah disetujui 
atau tida.k (disertai klausul 

diterima/tida.k); 
3. Jika disetujui a.lean ditindaklanjuti 

dengan diterbitkan surat persetujuan 
2. 

Sistem, Mekanisme, dan 
magang/penerimaan siswa magang; 

prosedur 
4. Jika belum disetujui, maka akan dijawab 

melalui surat disertakan dengan 
alasannya; 

5. Pela.ksanaan magang dilakukan secara 
luring; 

6. Laporan pela.ksanaan magang; 
7. Pemberian sertifikat dan surat 

I keterangan magang; 
'8. Perm oh on an informasi dapat melalui 

I Whatsapp, Facebook; Instaqram; Website. 
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3. Jangka waktu pelayanan Hari keja Jam 08.00 WJTA s.d. 16.00 WITA. 

4. Biaya / tarif Tidak dikenakan biaya/tarif. 

5. Produk pelayanan 

Penanganan pengaduan, 
6. saran, dan 

masukan / apresiasi 

1. lnformasi Kebu tuhan Siswa Magang; 
- 2. Surat Persetujuan Magang/ Surat 

Penerimaan Magang; 
3. Sertifikat Pelaksanaan Magang; 

4. Surat Keterangan Pelaksanaan Magang. 
Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 
terhadap layanan rnagang dapat 
disarnpa.ikan melalui: 

a) Secara tertulis dengan mengisi forrnulir 
pengaduan/saran dan dirnasukkan ke 
dalam Kotak Pengaduan yang terseclia di 
Ruang PPID, Kantor Komisi Pernillhan 
Umum Kota Bontang. 

b} Website https:/ /bontangkotappid.kpu. 
go.id/ 

c) Email: ppid.kpu.kota.bontang@gmail.com 
d} Fanpage Facebook : KPU Kota Bontang 
e) Youtube : KPU KOTA BONTANG 
f) Instagram : kpu_bontang 

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING} 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

1. Dasar Hukum 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Vmum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umurn Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
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Perubahan Keli.ma atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nornor 377); 

3. Peraturan Kom.isi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 
sebagaimana diu bah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Kornisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan 
sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

4. Pengawasan Internal 

3. Kompetensi Pelaksana 

Komputer, Internet, Printer, Kertas. 

oleh 

- 
SOM yang mampu rnemaharni aturan terkait 

Pengawasan dilakukan 
Parhubmas dan SOM. 

ijin pelaksanaan magang. 

Sarana dan Prasarana 
atau Fasilitas 

2. 

I 

5. Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang. 
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SOP Standar Pelayanan Permohonan 
6. Jaminan Pelayanan 

lnformasi Publik. 
1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

2. Ma.klumat Pelayanan Informasi 
Jaminan Keamanan dan 7. penerimaan Siswa Magang; 
Keselamatan Pelayanan 

3. Keputusan ten tang pemberian 
Kompensasi apabila Pelayanan tidak 
sesuai standar. 

Evaluasi Kinerja 1. Terdapat petugas keamanan; 
8. 

Pelaksana 2. CCTV. 
---- 

Ditetapkan di Bontang 
pada tanggal 29 Oktober 2025 

KETUA KOMISI PEMLLIHAN UMUM 

KOTA BONTANG, 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTA BONTANG 
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

� 

:. f�I m 
�r, TI ,..,, r. -1).n \i Prastu ti 
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LAMPIRAN V 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMTLIHAN UMUM 
KOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 2025 
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK 
DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMlLJHAN 
UMUM KOTA BONTANG 

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH 

NO KOMPONEN URAIAN 
... 
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POIN'I) 

1. Form permohonan layanan; 
]. Persyaratan 2. KTP Elektronik. 

1. Permohonan layanan meminta layanan 

Sistem, Mekanisme, dan 
kepada PPID; 

2. 2. Kemudian diterima oleh petugas PPlD; 
prosedur 

3. I Difasilitasi oleh Staf Rendatin untuk 

memberikan layanan. 

3. Jangka waktu pelayanan 1 (satu) hari. 

4. Biaya / tarif Tidak dikenakan biaya/tarif. - Data pemilih yang muncul di portal 
5. Produk pelayanan 

cekdptonline. kpu .go. id 
-- Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 

terhadap layanan data pemilih dapat 

disampaikan melalui: 

a) Secara tertulis dengan mengisi formulir 

pengaduan/saran dan dimasukkan ke 

dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di 
Penanganan pengaduan, Ruang PPlD, Kantor Komisi Pemilihan 

6. saran, dan Umum Kota Bontang. 
masu kan / apresiasi b) Website : https:/ /bontangkotappid.kpu. 

go.id/ 

c) Email: ppid.kpu.kota.bontang@gmail.com 
d) Fanpage Facebook : KPU Kota Bontang 

e) Youtube : KPU KOTA BONTANG 

1) lnstagram : kpu_bontang 

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURlNGJ 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 7 

Tahun 2022 ten tang Penyusunan Daftar 
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum dan Sistem lnformasi Data Pemilih 
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 

2022 Nomor 1079) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

l. Dasar Hukum 
Nomor 7 Tahun 2023 ten tang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 

Tahun 2022 ten tang Penyusunan Daftar 
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum dan Sistem lnfonnasi Data Pemilih 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 138); 

Sarana dan Prasarana Media untuk mengakses la.man 
2. 

atau Fasilitas www.cekdptonline.kpu.go.id 
.___ 

Staf pelaksana yang menangani data pemilih 
3. Kompetensi Pelaksana dan aplikasi dalam pemutakhiran data 

pemilih. 

1. 1 Pengawasan dari Ketua KPU Kota 
Bontang; 

4. Pengawasan Internal 2. Sekretaris KPU Kota Bontang; 

3. Kepala Subbagian Perencanaan, Data, 
dan Informasi. 

5. Jumlah Pelaksana 2 (dua) orang staf pelaksana. 

Terdaftar dalam data pemilih pad a 
6. Jaminan Pelayanan Kabupaten/Kota sesuai KTP yang dimiliki 

oleh pemohon layanan. 
I 

Data pribadi pennohonan layanan, sesuai 
Jaminan Keamanan dan elemen yang dibutuhkan dalam pendataan 

7. 
Keselamatan Pelayanan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data 

yang rahasia. 
Terfasilitasinya proses pengecekan data 

8. 
Evaluasi Kinerja 

pemilih dan pendaftaran pemilih bagi 
Pelaksana 

pemohon layanan yang belum terdaftar, 



-27- 

NO KOMPONEN URAIAN 

dapat diselesaikan sesuai jangka waktu 

pelayanan yang ditetapkan. 

Ditetapkan di Bontang 
pada tanggal 29 Oktober 2025 

KETUA KOMlSJ PEMILIBAN UMUM 

KOTA BONTANG, 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 
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LAMPIRAN Vl 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMILlHAN UMUM 
KOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 2025 
TENTANG STANDAR PELAY ANAN PUBLIK 
DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 
UMUM KOTA BONTANG 

STANDAR LAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS 
PENGADUAN MASYARAKAT 

URAlAN NO KOMPONEN 
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POIN71 

1. ldentitas Pelapor (KTP Elektronik dan - 
l. Pcrsyaratan 

1. Mengirimkan aduan secara langsung di 
kotak pengaduan atau melalui email dan 
sarana lain yang disediakan; 

2. Mengisi fonnulir pengaduan; 

5. Memperoleh 

Nomor Handphone/ Whatsapp); 

2. Bukti/dokumen pengaduan. 
- 

- 
Mengisi buku register; 
Memperoleh tanda bukti konsultasi; 

- tanggapan terhadap 

>- 4. 

>--- 
3. 

Sistem, Mekanisme, dan 
prosedur 

2. 

- yang Softcopy/hardcopy produk hukum 
diarsipkan. 

pengaduan masyarakat. 
14 (empat belas) hari. 
Tidak dikenakan biaya/ tarif. 

- Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 
terhadap layanan penerimaan layanan atas 
pengaduan masyarakat dapat disampaikan 
melalui: 
a) Secara tertulis dengan mengisi formulir 

Penanganan pengaduan, pengaduan/saran dan dimasukkan ke 

->-- 

5. Produk pelayanan 

3. Jangka waktu pelayanan 
4. Biaya / tarif 

6. saran, dan 
masukan / a presiasi 

dalam Kotak Pen gad uan yang tersedia di 
Ruang PPlD, Kantor Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bontang. 
b) Website : https:/ /bontangkotappid.kpu. 

go.id/ 
c) Email : ppid.kpu.kota.bontang@gmail.com 
d) Fanpage Facebook: KPU Kota Bontang 

- 
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URAlAN 

e) Youtube : KPU KOTA BONTANG 

f) Instagram : kpu_bontang 

PENGELOLAANPELAYANAN(MANUFACTURINGt 

1. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Peraturan Komisi Pernilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemi)ihan Umum Provinsi, dan Kornisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Komisi Pernilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Kornisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Kornisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan 

Komisi Pem.ilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 
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atas Peraturan Komisi Pernilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pernilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pernilihan Um um Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

Komputer, Internet, Printer, Kertas. 
- l. Memiliki sikap rarnah, murah senyum; 

2. Memiliki pengetahuan terkait proses 
pelayanan pengaduan masyarakat. 

Sekretaris KPU Kota Bontang memeriksa dan 
memastikan permintaan dari pemohon 
terpenuhi. 
2 (dua} orang. 
Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. ���������+--�� 
l. Fasilitas keamanan berupa petugas 

keamanan, ruangan yang dilengkapi 
dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, 
jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, 
serta prosedur pengamanan; 

2. Sistem pengamanan jaringan komputer; 
3. Jaminan terhadap perlindungan informasi 

yang termasu k kategori dikecualikan. 

Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan 
melibatkan pengguna layanan dan 
diadministrasikan serta didokumentasikan. 

Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

7. 

8. 

2. Sarana dan Prasarana 
atau Fasilitas 

3. Kompetensi Pelaksana 

.._ 

4. Pengawasan Internal 

- 5. J umJah Pelaksana - 6. Jaminan Pelayanan 
- 

Ditetapkan di Bontang 
pada tangga 29 Oktober 2025 

SaJinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTA BONTANG 

KETUA KOMTSl PEMILIHAN UMUM 
KOTA BONTANG, 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 
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LAMPIRAN VII 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMlLIHAN UMUM 
KOTA BONTANG NOMOR 33 TAHUN 2025 
TENTANG STANDAR PELAY ANAN PUBLTK 
DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN 
UMUM KOTA BONTANG 

S'T'ANDAR PELAYANAN SOSIALISASI PENDIDlKAN PEMILIH MELALUI 
PENDIDLKAN KEPEMILUAN 

NO KOMPONEN URAIAN 

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POlNI') 

l. Diajukan oleb organisasi/institusi yang 
berbadan hukum; 

2. Pengajuan permohonan disampaikan 

kepada KPU Kota Bontang paling lambat 
7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan 

kegiatan; 

1. Persyaratan 

3. Jumlab peserta yang akan mengikuti 

Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal 
adalab 20 (dua puluh) orang dan 
maksimal a.dalah 30 (tiga pulub) orang; 

2. Sistem, Mekanisme, dan 
prosedur 

4. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi 
ditabun yang berjalan, sesuai dengan 

kuota yang tersedia. Dalam ha! ini tidak 

dapat dipenuhi ditahun tersebut, dapat 
didaftarkan untuk keikutsertaan dalam 

pelaksanaan ditahun berilrutnya. 

1. Pemohon mengajukan permohonan 

layanan Sosialisasi Pendidikan 

Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari 

kerja sebelum pelaksanaan kegiatan 
kepada Ketua KPU Kota Bontang dalam 

bentuk surat resmi, yang ditujukan ke 
alamat kantor JI. Awang Long No.68, 

Bontang Baru, Kee. Bontang Utara, Kota 
Bontang, Kalimantan Timur 75325 atau 
alamat email ppid.kpu.kota.bontang 
@gm.ail.com dengan menyebutkan nama 
organisasi pemohon dan 
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penanggungjawabnya serta 

• 
3. Jangka waktu pelayanan 

mencantumkan contact person yang 

dapat dihubungi; 

2. Ketua KPU Kota Bontang menyampaikan 

jawaban atas surat permohonan 

Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan 
tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja 

setelah diterimanya surat permohonan; 

3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan 
Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan ini 
dilaksanakan sesuai SOP yang telah 

I 
ditetapkan sebagaimana terlampir. 

2 (dua) jam. 
I 

4. Bia ya I tarif 

Pemobon tidak dikenakan biaya/tarif dalam ' 

permohonan Layanan Sosialisasi Pendidikan 
Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan 
Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan. 

1. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui 
Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan di 

I Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang; 

2. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih 
melalui Sosialisasi Pendidikan 

5. Produk pelayanan 

Penanganan pengad uan, 

6. saran, dan 

masukan / apresiasi 

Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bontang; 
3. Sertifikat Kompetensi Dasar kepemiluan 

melalui Sosialisasi Pendidikan 
Kepemiluan di Komisi Pemiliban Umum 
Kota Bontaog; 

4. Masing-masing pelaksanaan kegiatan 

adalah 2 jam/hari. 
Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi 
terhadap layanan Pendidikan Pemilib melalui 
Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan dapat 
disampaikan melalui: 

a) Secara tertulis dengan mengisi formulir 

pengaduan/saran dan dimasukkan ke 
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dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di 
Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan 
Umum Kota Bontang. 

b) Website https:/ /bontangkotappid.kpu. 

go.id/ 
c) Email: ppid.kpu.kota.bontang@gmail.com 

d) Fanpage Facebook : KPU Kota Bontang 

e) Youtube : KPU KOTA BONTANG 

f} Instagram : kpu_bontang 

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

1. Dasar Hukum 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109) 
sebagairnana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6832); 

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Tahun 2013 Nomor 191); 
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 

2014 Nomor 615); 

5. Peraturan Komisi PemiJihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Peru bah an Kelima Atas Peraturan Kornisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Perniliban Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan 

Pemilihan 
Umum, 

Um um 
Sekretariat Komisi 

Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 
sebagaimana diu bah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Kornisi Pemilihan Umurn 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
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Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Um um 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

1. Gedung pertemuan yang memadai; 

2. Perangkat Teknologi Informasi; 

3. Materi kepemiluan yang terstandarisasi; 
4. Alat peraga pendidikan pemilih yang 

ramah disabilitas; 
5. Dokumentasi (alat perekam dan kamera); 

6. Sound system; 
7. LCD Projector; 

8. Alat tulis kantor dan alat pendukung 
lainnya. 

3. Kompetensi Pelaksana 

4. Pengawasan Internal 

5. Jumlah Pelaksana 

6. Jaminan Pelayanan 

Ketua, Anggota, Sekretaris, dan pejabat 
struktural di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kata Bontang. 

Akan dilakukan pengawasan internal yang 
dilakukan secara berjenjang, berkala, dan 

berkelanju tan. 

5 (Iima) orang Anggota Komisi Pemilihan 
Umum Kota Bontang dan 10 (sepuluh) orang 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umurn Kota 

Bon tang. 
a) Maklumat pelayanan; 

b) Kegiatan layanan Sosialisasi Pendidikan 
Pemilih dilaksanakan sesuai jadwal yang 
telah ditentukan; 

c) Kegiatan layanan Sosialisasi Pendidikan 
Pemilih difasilitasi oleh personil yang 
berkompeten 
penugasan; 

serta mendapatkan 
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d) Materi layanan Sosialisasi Pendidikan 
Pemilih dilaksanakan diruangan yang 
representatif, memadai, dan aksesibel; 

e) Apabila pelayanan tidak sesuai dengan 
standar, maka penerima layanan dapat 
menyampaikan 

pemberi 1ayanan. 

pengaduan kepada 

7. 

8. 

Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Pelayaoan 

Evaluasi Kioerja 

Pelaksana 

1. Fasilitas keamanan berupa petugas 

keamanan, ruangan yang dilengkapi 
dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, 

jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, 
serta prosedur pengamanan; 

2. Sistem pengamanan jaringan komputer; 
3. Jaminan terhadap perlindungan informasi 

yang termasuk kategori dikecualikan. 

1. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan layanan 
Sosialisasi Pendidikan Pemillh dilakukan 

disetiap akhir pelaksanaan kegiatan; 

2. Evaluasi internal dilakukan pada forum 

rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota 

dengan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kora Bontang atau rapat 
struktural Komisi Pemilihan Umum Kota 
Bon tang; 

3. Evaluasi pelayanan Pendidikan dan 

Kepemiluan melalui Survei Kepuasan 
Masyarakat. 

Ditetapkan di Bontang 
pada tanggal 29 Oktober 2025 

KETUA KOMTSI PEMILIHAN UMUM 

KOTA BONTANG, 
Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILJHAN UMUM 
KOTA BONTANG 
Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan 

�} H;J. 
T�astuti 

ttd. 

MUZARROBBY RENFLY 
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